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ABSTRAK 

Penulisan skripsi ini bertujuan membahas Pajak Penghasilan pada sektor usaha Jasa 

Konstruksi yang berasal dari Luar Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia 

dengan Thailand, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri yang membahas bagaimana kepastian 

hukum penerapan aturan atas usaha jasa konstruksi yang berasal dari Luar Negeri, dan 

penghitungan atas usaha jasa konstruksi yang berasal dari Luar Negeri. 

Penulisan dilakukan dengan jenis metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta menganalisa 

pertimbangan hakim dengan peraturan-peraturan yang berkaitan perpajakan dan jasa 
konstruksi. 

Hasil penelitian akan memberikan tinjauan kepastian hukum dan rasa keadilan dan menjadi 

bahan evaluasi bagi stakeholder dalam bidang jasa konstruksi. 

Kata kunci : jasa konstruksi luar negeri, pajak penghasilan, perjanjian penghindaran pajak  

berganda 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah rekonsiliasi 

dua undang-undang pajak yang berbeda yang membagi hak 

pemajakan atas subjek dan objek pajak luar negeri. Rekonsiliasi ini 

diperlukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda secara 

yuridis. Artinya dua negara mengadakan kesepakatan tentang 

saling membagi hak pemajakan atas penghasilan penduduknya 

yang melakukan usaha di negara lain. Undang-Undang Pasal 32A 

UU PPh jelas memberikan wewenang mutlak kepada Pemerintah 

untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam 

rangka penghindaran pajak berganda dengan membentuk suatu 

perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis), sehingga 

apabila terdapat konflik norma maka berdasarkan kewenangan 

yang diberikan oleh UU PPh, maka harus merujuk pada aturan 

yang bersifat khusus yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda 

(P3B). Suatu perjanjian juga tunduk terhadap asas-asas umum 

perjanjian, seperti asas pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda 

berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”. Dengan 

berpegang pada asas pacta sunt servanda, maka pihak-pihak pada 
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perjanjian internasional telah berjanji untuk menghormati atau 

melaksanakan apa yang disepakati atau diperjanjikan. Jadi 

Penghasilan dari Luar Negeri harus dilihat apakah Indonesia 

memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan 

negara yang bersangkutan. Apabila Indonesia terikat dengan P3B 

maka pengenaan pajaknya harus tunduk terhadap perjanjian P3B. 

2. Pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa atas penghasilan 

dari Thailand dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah 

kontraproduktif dengan dasar hukum di atas, mengingat kredit 

pajak merupakan pembayaran di muka atas pajak yang terutang, 

maka perhitungan pajak terkait dengan kredit pajak sebagaimana 

dimaksud Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2008 adalah Pajak 

Penghasilan (PPh) dalam hal ini PPh Badan. bentuk Pelaporan SPT 

Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebagaimana dalam lampiran 1 

skripsi ini tidak mengakomodir Kredit Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2008 

maupun PPh Pasal 24 UU PPh. Berbeda dengan bentuk formulir 

pelaporan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dalam lampiran 2 

skripsi ini yang mengakomodasi adanya penghitungan kredit pajak 

dari luar negeri sehingga  atas Penghasilan Jasa Konstruksi yang 

diterima dari Luar Negeri seharusnya dihitung menggunakan tarif 

sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh menggunakan sarana SPT 

Tahunan PPh Badan. 
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4.2. Saran 

Penulis mengemukakan saran untuk mengurangi sengketa perpajakan 

yaitu : 

1. Untuk Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak 

- Dengan menerbitkan aturan penegasan yang jelas atas aturan jasa 

konstruksi dari luar negeri sehingga tidak menimbulkan multi tafsir 

antara wajib pajak dengan pemeriksa. 

- Terus meningkatkan kemampuan aparatur pajak dalam melaksanakan 

tugas melayani masyarakat. 

- Melakukan sosialisasi peraturan perpajakan baik secara langsung 

kepada wajib pajak maupun tidak langsung. 

2. Untuk Wajib Pajak 

- Berpartisipasi aktif dalam mencari tahu dan mempelajari segala 

macam aturan perpajakan setidak-tidaknya yang sesuai dan terkait 

dengan bidang usaha atau pekerjaan yang dijalani wajib pajak. 
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